
ABSTRAK 

 

HERI SAKTI WIBOWO (16.241.0011), Kepastian Hukum Surat 

Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Syarat 

Pensertipikatan Tanah (dibimbing oleh EMMY SUNARLIN, S.H., M.H 

dan BUDI HARIYANTO, S.H., M.H). 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum surat 
keterangan tanah sebagai syarat pensertipikatan tanah dan akibat 
hukum penghapusan surat keterangan tanah sebagai syarat 
pensertipikatan tanah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo, dengan 
mengambil data dan informasi dari Warga, Kantor ATR /BPN 
Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kantor 
Kecamatan Kraksaan, Kantor Kelurahan Alassumur Kulon Kecamatan 
Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Data yang diperoleh baik primer 
maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara 
deskriptif.. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum surat 
keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah sebagai syarat sertipikat 
tanah adalah dokumen pelengkap ketika syarat dokumen tidak lengkap 
atau tidak ada sama sekali yang mekanismenya telah diatur dalam 
Permenag No.3/97. 
2) Konsekuensi hukum dihapuskannya surat keterangan tanah sebagai 
syarat dalam pensenyertipikatan tanah adalah terjadi perubahan 
mekanisme dalam pensertipikatan tanah. Berdasarkan Surat Edaran 
No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Masyarakat, jadi, ketika pemohon sertipikat memiliki dokumen 
persyaratan kurang lengkap atau tidak ada sama sekali seperti yang 
telah diatur dalam Permenag No.3/97, maka surat keterangan tanah 
dan surat pernyataan tidak lagi diperlukan melainkan surat pernyataan 
fisik bidang tanah. Surat pernyataan fisik bidang tanah memiliki 
karakteristik yang hampir sama dengan surat keterangan tanah. 
Namun, ketika kita melihat pada implikasi hukum yang ditimbulkan dari 
keduanya itu berbeda. 
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